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PENDAPATAN AIR TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA RP1 
MILIAR SELAMA LIBUR SEKOLAH 

 
Sumber Gambar: 

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/air-terjun-jumog.jpg 
 

Isi Berita:   

Solopos.com, KARANGANYAR–Kawasan wisata airTerjun Jumog dan Telaga Madirda 

di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dibanjiri pengunjung 

selama libur sekolah ini. 

Manajemen mencatat selama libur sekolah sejak 22 Juni hingga 20 Juli, jumlah 

pengunjung di dua objek wisata itu mencapai 80.000 orang atau setara Rp1 miliar lebih. 

Plt Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo, Sularno mengatakan pengunjung 

yang datang dari keluarga sampai rombongan wisatawan yang menggunakan armada bus. 

Para wisatawan ini dari berbagai daerah di luar Karanganyar. 

“Ada dari Jakarta, Bandung dan sekitar area Soloraya saja. Rata-rata keluarga sama 

rombongan bus besar,” kata Sularno kepada Solopos.com, Minggu (21/7/2024). 

Sularno mengatakan Air Terjun Jumog masih menjadi primadona bagi wisatawan yang 

mengisi waktu liburannya. Dari data, jumlah pengunjung ke Air Terjun Jumog selama 

libur sekolah kemarin mencapai 68.000 orang. 

Sementara pengunjung di kawasan Telaga Madirda hanya 12.000 orang. Dengan tiket 

masuk di kawasan Air Terjun Jumog Rp20.000 per orang. Sedangkan Telaga Madirda 
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Rp15.000 per orang. Khusus pengunjung anak-anak dibawah lima tahun, tidak dipungut 

tiket masuk alias gratis. 

“Setiap hari minimal ada 1.000 pengunjung. Kalau Sabtu-Minggu bisa mencapai 4.000 

orang, terutama di Jumog,” kata dia. 

Pengunjung di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, lanjutnya, menikmati suasana alam 

lereng Gunung Lawu. Di Air Terjun Jumog, dia mengatakan pengunjung menikmati air 

terjun alami. 

Di sana pengunjung juga bisa menikmati kuliner di pinggir aliran sungai yang jernih. 

Sementara di Telaga Madirda, pengunjung kebanyakan datang untuk camping di sana. 

“Di Telaga Madirda kami bisa sewa tenda lengkap sleeping bag dengan kapasitas untuk 

empat orang. Per malamnya sewa tenda Rp150.000,” kata dia. 

Salah satu pelaku jasa foto di kawasan Air Terjun Jumog, Novita, mengaku meraup 

berkah selama libur sekolah ini. Jasa fotonya laku keras, bahkan pendapatannya sehari 

bisa Rp300.000. 

“Alhamdulillah ramai pengunjung. Jadi banyak pengunjung yang minta difotokan,” kata 

dia. 

Novita mengaku baru tiga bulan ini menjadi pelaku jasa foto di Air Terjun Jumog. Untuk 

jasa foto itu, dia mematok Rp3.000 per file fotonya. Kebanyakan pengunjung memilih 

menggunakan jasa fotonya karena ingin mengabadikan kenang-kenangan di Air Terjun 

Jumog dengan kualitas gambar yang baik. (Indah Septiyaning Wardani) 

 

Sumber Berita: 

1. https://soloraya.solopos.com/pendapatan-air-terjun-jumog-dan-telaga-madirda-rp1-

miliar-selama-libur-sekolah-1965932, “Pendapatan Air Terjun Jumog dan Telaga 

Madirda Rp1 Miliar Selama Libur Sekolah”, tanggal 21 Juli 2024. 

2. https://x.com/soloposdotcom/status/1814984059740946478, “Pendapatan Air Terjun 

Jumog dan Telaga Madirda Rp1 Miliar Selama Libur Sekolah”, tanggal 21 Juli 2024. 

 

Catatan  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

● Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus.  Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, 

maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. 

● Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang 

berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian 

wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”. 

● Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah 

sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya 

disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau 

bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan 

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

b. Pasal 87  

1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa. 

2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk 

unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. 

3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

● Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan 

Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih 

berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan 

Peraturan Bersama Kepala Desa.  
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c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

d. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi 

terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun 

demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal 

serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional 

yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka 

UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan 

terkait lainnya. 

e. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan 

Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.1  

f. Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi.2   

g. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas 

daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik 

maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total 

pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala 

kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.3 

h. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi 

Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi 

Perizinan Tertentu.  

                                                 
1 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022,  Pasal 1 angka 20 
2 Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-

daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20per
undang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 

3 jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-
tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 
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● Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan 

pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. 

● Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang 

merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan 

kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian 

lalu lintas. 

● Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya 

kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk 

memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 

● Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek 

Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, 

ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 

pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat 

penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang 

tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah 

dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Catatan Akhir : 
1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah 

selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki 
beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara 
dengan cara mengelola potensi yang tersedia.  
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com) 

2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan 
memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari 
kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta 
Jenisnya (jojonomic.com)) 

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola 
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, 
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com)) 

4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, 
BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan 
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan 
kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan 
umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba 
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bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas 
sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas 
Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan 
bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com) 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


